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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Sejarah Singkat Badan Pusat Statistik Subang 

2.1.1. Masa Pemerintahan Hindia-Belanda 

Didirikan pada bulan Februari 1920 oleh Direktur Pertanian, Kerajinan, 

dan Perdagangan (Directeur van Landbouw Nijveirhed en Handel) di Bogor yang 

bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistik. Pada tanggal 24 

September 1924, pusat kegiatan statistik dipindahkan dari Bogor ke Jakarta 

dengan nama Central Kantoor Voor de Statistiek (CKS) atau Kantor Pusat 

Statistik. Kegiatannya pada waktu itu diutamakan untuk mendukung kebijakan 

Pemerintah Hindia Belanda. Produk perundang-undangan Kantor Pusat Statistik 

adalah Volkstelling Ordonnantie 1930 (Staatsblad 1930 Nomor 128) yang 

mengatur sensus penduduk dan Statistiek Ordonnantie 1934 ( Staatsblad Nomor 

508) tentang kegiatan perstatistikan. Pada tahun 1930, lembaga CKS 

melaksanakan suatu kegiatan monumental, yaitu Sensus Penduduk yang pertama 

dilakukan di Indonesia. 

2.1.2. Masa Pemerintahan Jepang 

Tahun 1942-1945, CKS beralih ke pemerintahan militer Jepang, dan 

kegiatannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang (data militer). Nama 

CKS diubah menjadi Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu dan bernaung di bawah 

Gubernur Militer (Gunseikanbu). 
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2.1.3 Masa Pemerintahan RI 1945 – 1965 

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Shomubu Chosasitsu 

Gunseikanbu diubah menjadi Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum 

(KAPPURI), dipimpinoleh Mr.Abdul Karim Pringgodigdo. Pada awal 1946, 

KAPPURI pindah mengikuti pindahnya pusat pemerintahan RI ke Yogyakarta. 

Saat itu KAPPURI dipimpin oleh Semaun. Dilain pihak di Jakarta CSK diaktifkan 

kembali oleh Pemerintah Federal (Belanda). Berdasar surat edaran Kementrian 

Kemakmuran Nomor 219/SC, tanggal 12 Juni 1950, Shomubu Chosasitsu 

Gunseikanbu dan KAPPURI dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dan 

berada di bawah naungan Kementrian Kemakmuran. 

Pada tanggal 1 Maret 1952, Menteri Perekonomian mengeluarkan 

Keputusan Nomor P/44 yang menyatakan KPS berada di bawah dan bertanggung 

jawab pada Menteri Perekonomian. Berdasarkan Keputusan Menteri 

Perekonomian Nomor 18.099/M Tanggal 24 Desember 1953, kegiatan KPS 

dibagi menjadi 2 bagian yaitu Afdeling A merupakan Bagian Riset dan Afdeling 

B merupakan Bagian Penyelenggaran dan Tata Usaha. 

Pada tanggal 1 Juni 1957, dengan Surat Keputusan Presiden 

RI No.172/1957, KPS diubah menjadi Biro Pusat Statistik (BPS) dan bertanggung 

jawab langsung dibawah Perdana Menteri. Pada tanggal 24 September 1960, UU 

Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus diundangkan menggantikan Volkstelling 

Ordonnantie 1930 (Staatsblad 1930 Nomor 128). Pada tanggal 26 September 

1960, UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik diundangkan menggantikan 

Statistiek Ordonnantie 1934 ( Staatsblad Nomor 508). Berdasarkan Keputusan 
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Perdana Menteri Nomor 26/P.M/1958 tanggal 16 Januari 1958, BPS diberi tugas 

melakukan pekerjaan persiapan Sensus Penduduk. Sesuai dengan Pasal 2 UU 

Nomor 6 Tahun 1960, pada tahun 1961  BPS menyelenggarakan Sensus 

Penduduk pertama sejak masa kemerdekaan. Di tiap kantor Gubernur (Propinsi), 

Kab/Kota dan Kecamatan dibentuk bagian yang mengurus pelaksanaan Sensus 

Penduduk. 

2.1.4. Masa Pemerintahan RI 1966 – Sekarang 

Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.Aa/C/9 Tahun 1965 tanggal 

19 Februari 1965 dinyatakan bahwa Bagian Sensus di Kantor Gubernur dan 

Kabupaten/Kota ditetapkan menjadi Kantor Cabang BPS dengan nama Kantor 

Statistik dan Sensus Daerah. 

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pemerintah menetapkan tiga buah 

Peraturan Pemerintah tentang Sensu yaitu PP nomor 21 Tahun 1979 tentang 

Pelaksanaan Sensus Penduduk pada tanggal 2 Juli 1979. PP Nomor 2Tahun 1983 

tentang Sensus Pertanian pada tanggal 21 Januari 1983 dan PP Nomor 29 Tahun 

1985 tentang Sensus Ekonomi pada tanggal 10 Juni 1985. Pada tanggal 29 Mei 

1968, ditetapkan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1968 yang mengatur 

Organisasi dan Tata Kerja BPS (di pusat dan di daerah). Pada tanggal 20 Februari 

1980, ditetapkan PP No. 6 Tahun 1980 tentang Organisasi BPS sebagai pengganti 

PP No.16/1968. Berdasarkan PP Nomor 6/1980 di tiap propinsi terdapat 

perwakilan BPS dengan nama Kantor Statistik Propinsi, dan di tiap Kab/Kota 

terdapat perwakilan yang bernama Kantor Statistik Kab/Kota. 
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Pada tanggal 9 Januari 1992, ditetapkan PP No.2 Tahun 1992 tentang 

Organisasi BPS sebagai pengganti PP No. 6 Tahun 1980. Kedudukan, fungsi, 

tugas, susunan organisas, dan Tata Kerja BPS yang selanjutnya diatur dengan 

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992. Pada tanggal 26 September 1997 

dengan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Biro Pusat Statistik diubah 

namanya menjadi “Badan Pusat Statistik”, dan sekaligus menetapkan tanggal 

tersebut sebagai ” Hari Statistik”. 

Tahun 1998, ditetapkan Keppres No.86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat 

Statistik. Berdasarkan KepPres tersebut, perwakilan BPS di daerah adalah instansi 

vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten dan BPS Kotamadya. PAda 

tanggal 26 Mei 1999, ditetapkan PP Nomor 51 tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Statistik. 

Memasuki era Otonomi daerah, ditetapkan Keppres No.166 Tahun 2000 

tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas,Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) dan BPS masuk sebagai 

LPND 

 

2.2. Visi Dan Misi Badan Pusat Statistik 

2.2.1. Visi Badan Pusat Statistik 

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua 

2.2.2. Misi Badan Pusat Statistik 

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang 

terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional. 
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2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan 

melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik. 

3. embangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah 

untuk kemajuan perstatistikan. 

2.3. Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang 

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata 

kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah 

ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, yaitu : 

Susunan Organisasi: 

1. Kepala      : Soegiri Sotardi MA. 

2. Ka. Sub. Bagian Tata Usaha   : Budi Rahayu 

3. Ka. Sie. Statistik Sosial   : Cecep M.M, S.Si, MM 

4. Ka. Sie. Statistik Produksi   :Fahmi A.H.J, S.Si M.Sc M.T 

5. Ka. Sie. Statistik Distribusi   : Agus Sahari, M.Sc 

6. Ka. Sie. Statistik Nerwil & Analisa Statistik : Rendra Kurniawan, S.ST 

7. Ka. Sie. IPDS     : Agung Hartadi, S.ST 

8. Fungsional Statistik/ KSK   :  

 Hj. Kartinah 

 Yuke Musliawan 

 Saiful Rizal, A.Md 

 Hj. Imas Heryani 

 Rusmanto, S.Si 

 Nita Meliana Sulastri, A.Md 

 Frans  Kintarto 

 Elven Sukirno, S.Si 

 Adhi Candra Maulana 

 Agus Mulia 
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 Prima Rudiansah, S.Si 

 Nur Asri Aprilia, A.Md 

 Iis Sri Hidayati 

 Yaya Sukarya, S.Si 

 Festian Firmanogi, A.Md 

 Sri Agustia Merliawati 

 Tantular KGD 

 Santhi Susana Dewi, S.Si 

 Muhamad Subhiyadi 

 Sukendar 

 Muhamad Yan Priono, A.Md 

 Agus Rudiana 

 Andreas Saragih, A.Md 

 Obih Sobihin 

 Didit Hermawan, A.Md 

 Agus Mulyana 

 Karyono, A.Md 

 Nandang Purnama 

 Nanik Susanti, A.Md 

 Adang Herman 

 Vendy Syaiful Ahmad, A.Md 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang 

Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang 
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2.4.  Depskripsi Jabatan 

1. Kepala 

Tugas: memimpin BPS Kabupaten/Kota dengan tugas dan fungsi BPS 

Kabupaten/Kota serta membina aparatur BPS Kabupaten/Kota agar 

berdaya guna dan berhasil guna. 

2. Sub Bagian Tata Usaha 

Tugas: melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian 

dan hokum, keuangan, perlengkapan, serta urusan dalam. 

3. Seksi Statistik Sosial 

Tugas: melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan 

pelaporan statistik sosial. 

4. Seksi Statistik Produksi 

Tugas: melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan 

pelaporan statistik produksi. 

5. Seksi Statistik Distribusi 

Tugas: melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan 

pelaporan statistik distribusi. 

6. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik 

Tugas: melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, 

evaluasi, dan pelaporan neraca wilayah dan analisis statistik lintas sektor. 

7. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik 

Tugas: melakukan pengintegrasian pengolahan data, pengelolaan jaringan 

dan rujukan statistik, serta diseminasi dan layanan statistik. 
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8. Kelompok Jabatan Fungsional 

Tugas: melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2.5. Aspek Kegiatan Badan Pusat Statistik 

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro 

Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang 

Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua 

UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan 

UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara 

formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. 

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, 

antara lain :  

 Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik 

dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang 

dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan 

BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, 

perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau 

bersama dengan BPS. 

 Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita 

Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat 

dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan. 
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 Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. 

 Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk 

menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan 

saran dan pertimbangan kepada BPS. 

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang 

harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :  

a. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini 

didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari 

departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder. 

b. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau 

institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional. 

c. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi 

statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan 

pelatihan statistik. 

d. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain 

untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia. 


